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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tentang Yayasan 

yang secara substansi tidak selaras atau harmoni dengan peraturan 

lainnya baik secara vertikal dan horizontal, diantaranya adalah 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

UU No 16 Tahun Tentang Yayasan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Yayasan. 

2. Peraturan perundang-undangan di bidang Yayasan sampai saat ini 

masih merupakan salah satu faktor tidak terselenggaranya Yayasan 

dengan baik. Hal ini karena beberapa pasal atau ketentuan dalam 

UU Yayasan memang belum jelas dan menimbulkan berbagai 

penafsiran. 

 

4.2 Saran 

1. Melakukan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 

2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan yang 

telah atau berpotensi memunculkan konflik sebagai akibat 

ketidakkonsistenan, duplikasi, multitafsir maupun karena tidak 

operasionalnya peraturan tersebut. Namun, disarankan agar 

perubahan, pencabutan, dan/atau penerbitan peraturan baru tersebut 

harus dilakukan dengan komprehensif dan hati-hati mengingat 
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banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam peraturan 

perundang-undangan di bidang Yayasan. 

2. Perlunya komitmen yang kuat dari semua pihak, terutama 

pemerintah pusat, dalam mengatasi pelanggaran yang berkaitan 

dengan Yayasan. 
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